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SALINAN

BUPATI MAJALENGKA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAEKAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

1111111111

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

[

BUPATI MAJALENGKA,

i 3 Ay 1 A - 3 13 1 1 1

bahwa kesehatan dan lingkungan yang sehat merupakan
hak asasi manusia yang harus dijaga bersama serta
dilindungi pemenuhannya oleh Pemerintah;

panwa daiam rangka meimnadungi kesenatan
perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari
bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat
adiktif dalam produk tembakau berupa rokok yang dapat

menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan

lialitas hidun nerlu diambil lanokah dalam
ualitas | hidup 1 eriu diambil lan gkah  daalam

pengembangan strategi dan kebijakan pengendalian
dampak konsumsi rokok;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 443
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang  Kesehatan,  Pemeriniaihh  Daeraln wayib
menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa
rokok dengan Peraturan Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentan

A2 sl 22 22 2
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Rokok;
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Indonesia;

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor © Tahun 2023 tentang FPenetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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Indonesia Nomor 6856);

Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
KCSCildtdIl llJClllUdId.ll lVngId KCPUUIU& llll.lUJ.leld ldIlLlll
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887);

Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone51a Nomor
7050);

Parataran Peamearmntialh Narmar 28 Talaan 2004 tontaono

--------
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Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik indonesia Tanun 2024 Nomor 139, Tambaian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11
Tahun 2021 tentang Sistem Kesehatan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021

Nomor 11 Tamhbahan Lembharan Daerah Kabiuinaten

AN 2 O SN [~58338.-881-881 ity wh

majalengka Nomor 11);
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Menelapkan

dan
DUFATI MAGALEINGKA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA RUKUK.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daeran im yang dimaksud dengan:

1.

2

-
.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah
adalah Daerah Kabupaten Majalengka.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

mpmlmrun nplakeanaan Urusan Pemerintahan vang

menjadl kewenangan Daerah otonom.
Bupat1 adalah Bupati Majalengka

S Pt PRl R |
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membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara
fisik, jlwa, maupun soslai dan bukan sekedar terbebas
dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
Rokok adalah salah satu produk tembakau vyang
dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup
termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk

lainnva vang dihagillkan dari tanaman nicotiana fnhnmlm

B 4 CAriaT

mcotlana rustzca dan spesies lainnya atau smte’msnya
yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau

trmmma ol aem ot aas
Lalipa vallidll taliivaliaii.
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rokok.

Kawasan tanpa rokok adalah merupakan ruangan atau
area yang dinyatakan diiarang untuk kegiatan merokok
atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di
dalam maupun luar ruang dan mempromosikan produk
tembakau dan rokok elektronik.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau

alat vang A1crnng](c|n untulk mpnvp]pnaogyaban Dp]qvqﬂgﬂ

2 Cash i 2

Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat
dengan pendekatan promotlf preventif, kuratlf

TChabl‘iiLailf, dan /"‘ atau yc.uxa i yaiig Shiehas il oin
pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau
masyarakat.

Tempal Proses Beldjar Mengajar addaiail icmpal yaog
dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar
dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.

Tempat anak bermain adalah tempat atau arena yang

diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
Temnat ihadah adalah hancrnngn atan 1ang tertutun

—aiio4 il o imlimls wilgoll o awxn e

yang memiliki ciri-ciri  tertentu yangv khusus
d1pergunakan untuk benbadah bagi para pemeluk

AT P £: 3,1 2
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tempat ibadah keluarga.

Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat
yang dapait berupa kendaraan darat, udara dan air,
biasanya dengan kompensasi”.

Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan
tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana
tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja
untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat
sumber atau sumber-sumber bahaya.

Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat

revvees 1o

diakses oleh masyarakal umum dan/alau lempal yang
dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan
masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan
masyarakat.

Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang
dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan
Masyarakat.

Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab gedung
adalah orang dan /91’911 badan hukum vang karena

jabatannya memimpin dan/atau bertanggung Jawab atas
kegiatan dan/atau usaha d1 tempat atau kawasan yang

Aot P B SRR | Py o SRR P o P j e e b
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pemerintah maupun swasta.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang
rncrupau(dn KdeLudH [)dlK yang IﬂCchKUKd.Il lecl[ld
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

1((\1’\(-‘1‘9 Q'l ﬂPT'QPI?I itiian ‘TQ‘TQ Qﬂﬂ (\TO‘QT\1QQ Q‘l masea

e g e (=888 S LIS,

organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis,
lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk

‘
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ASAS DAN TUJUAN

Pasal Z
Peraturan Daerah ini didasarkan atas asas :
kepentingan kualitas kesehatan manusia;
keseimbangan;
kemanfaatan;
keterpaduan;
keserasian;
partlslpa31

.....................

1xuuuxxu11, uolix

transparansi dan akuntabilitas.
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Fasai 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

a. menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok
pemula;

b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat
dampak merokok:

c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat
terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa

e L e
111011 uxxu;x’

d. melindungi Kesehatan perseorangan, keluarga,
masyarakat, dan lingkungan dari bahaya konsumsi
darl/alau paparan zdi adikili berupa produk tembakdau
dan rokok elektronik yang dapat menyebabkan dampak
buruk Kesehatan, ekonomi, dan lingkungan; dan

e. mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk aktif

terlibat dalam upaya pengendalian produk tembakau
dan rokok elektronik.

BAB III

T7AXYTA QAR MARTTYA TDATTNATL
ANLAVY ANDLAY 14advE L2 INUIZWU I

Pasal 4
{1} Kawasan Tanpa KoOkKok meiipuil:
fasilitas pelayanan kesehatan;
tempat proses belajar-mengajar;
tempat anak bermain;
tempat ibadah;
angkutan umum;
tempat kerja; dan
tempat umum dan tempat lain yang dltetapkan

ﬂ‘ “ ‘ 1
awasaii xculya. n~NOAOK o\,uasdiiiiculu uLLALanouu thL\J.OL a_y a\_

) mempunyai syarat yaitu:
berlaku di seluruh kawasan tanpa rokok;
LlUd_K d.Ud. I Llclllg Icer UKUK Lll Kdedel Ldllpd IUKUK,
tidak ada paparan asap rokok pada orang lain; dan
pengecualian terhadap ketentuan huruf b,
menyediakan tempat khusus untuk merokok pada

tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya
kecuali vang hprnnfpnm menimbulkan hnhavg

kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal O

(I) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilarang
menyediakan tempat khusus untuk merokok dan
merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga
batas nagar terhiar

(2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf fdan huruf g merupakan kawasan

vy ey e 1 e 1 iy overen Yt
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gedung/tempat/ruang paling luar.

Pasai ©
Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a meliputi:
rumah sakit;

rumah bersalin;
r\n] ilr-linig Lr

;;;;;;;;;;;;;;;;

Pusat Kesehatan Masyarakat;

balai pengobatan;

posyandu;

tempat praktek kesehatan swasta; dan
fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

RN
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Pasal 7
Tempat belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf b meliputi:

a. sekolah;

b. universitas dan perguruan tinggi;
C. balai npnrhdﬂ(nn dan nela‘rlhgn
d. balai latihan kerja;

e. tempat bimbingan belajar;

£ tominat iroiics Ao

{. ‘tcmpat kursus dan

g. tempat belajar-mengajar lainnya.

rasdl o
Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf ¢ meliputi:
a. area bermain anak;
b. tempat penitipan anak;
c. gedung Pendidikan Anak Usia Dini;
d. gedung Taman Kanak-kanak; dan
e tempat anak bermain lainnya.

Pasai 9
Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d
meliputi:
pura;
masjid /mushola;
gereia;
vihara;
klenteng, dan

‘ 1 S 1 4
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Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf e meliputi:

a. Dbus umum;

b. kereta api;

c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus
angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan;

dan
d ancﬂn'&foﬂ TImitm lcnnr\va
ol umum [amn
Pasal 11
Marrnrint lrasin e P e 71'1 1 Paant A hyyeaf £
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yang meliputi:

a. perkantoran pemerintah;
perkanioran swasid;
industri; dan

tempat kerja lainnya.

oo

yané mehputl
pasar modern
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tempat wisata;

tempat olahraga;

tempat niburan;

hotel dan restoran;
tempat rekreasi;

tempat hiburan;

halte;

terminal angkutan umum;
stasiun kereta api;

bandar udara; dan

:
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Pasal 13
Kelentuan iebiil ianjul mengenal tempai wnum dan tempat
lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf g, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, tempat belajar-mengajar

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g,
tempat anak hermain lg1nnvn Q9h9091mann dimaksiid dalam

Pasal 8 huruf e, tempat ibadah lainnya sebagaimana
dlmaksud dalam Pasal 9 huruf f, angkutan umum lainnya

T e = ~mm Airmaltraisd Aalams Pacal 10 555 A B T
--------------------------------- e i iy - F T E Ty
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kerja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d,
dan tempat umum lalnnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 12 nurui m, diaiur daiam Peraturan Bupail.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LAKANGAN

Pasal 14
{i) Pemernnian Daeran pertanggungjawan uriuk
melaksanakan penetapan kawasan tanpa rokok.
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(2)
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(1)

(2)
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pada ayat (1) dalam bentuk:

a. mengatur dan menyelenggarakan pengamanan
produk tembakau dan rokok eiektronik;

b. menyediakan akses terhadap data dan informasi
serta edukasi mengenai pengamanan produk
tembakau dan rokok elektronik

c. melakukan edukasi tentang bahaya rokok bagi
magvarakat:

d. menyediakan layanan konseling dan intervensi
farmakologi berhenti merokok'

. 111\,1anuuxcux n\/sxcu,a.u yp;xpuucu; ua_u y\,u.s\.,iij.i.;a‘uscui,

melakukan upaya pengembangan dalam rangka

diversifikasi produk tembakau yang penggunaannya

de.Il IIICIIlUd.Wd II.ldIlldd.L Udgl KCbCIldeIl le.[l

melindungi kelestarian tanaman tembakau;

g. melakukan advokasi dan kerja sama lintas
program/sektor dan masyarakat;

h. mendorong partisipasi dan Upaya Kesehatan
herstimher dgva masvara kat untuk nen cendalian

A1 P SEERE ws Aliasyalianral (S S8 L5 —iigtiaalliall

konsumsi produk tembakau dan rokok elektromk
1. rnelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

i loarmmontac N TR PR Sy Py
Fee
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iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau dan
rokok elektronik.

J- mmeiakukan pemantiauan dan evaiuasl ternadap
pelaksanaan kawasan tanpa rokok;
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Pasai 15
Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
Setiap orang/badan dilarang mengiklankan,
mempromosikan, memberikan  sponsor, menjual,
dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.

Larangan mpntna] dan membeli qphnoan'nnng dimalkaiid

88 EeB N

pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang
memiliki ijin untuk menjual rokok.

Scliap orang yang menjual TOKOK di empal umuimn
dilarang untuk memperlihatkan atau memajang secara
jelas jenis dan produk rokok.

Pasai io

Setiap pengelola Kawasan Tanpa Rokok wajib untuk:

a. melakukan pengawasan internal pada pada tempat
dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

b. melarang semua orang yang merokok di Kawasan
Tanpa Rokok vang meniadi tanggung iawabnyva,

c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat
dan/atau lokasi yang menjadl tanggung Jawabnya

2

111\,111aoa115 Lanxua \AllCLl qxls lll\/l UK\UI\ ououcu

persyaratan di semua pintu masuk utama dan di
tempat-tempat yang dlpandang perlu dan mudah
Ler Udbd Udll/ atau LU.U.CIJ.gd.I UdJK.
Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab
tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1)

N
e
.
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(2)

(1)

(2)

(1)

3TTIiT 1 i s iud [ ATSIT Ny TVIEeTITVEG IS W ST IISIOIS
AATAL AL 4 ATRAL LAl VAl ey VY CRARS SAATAE  VLAdUBAREL LA P RL S aDay

untuk merokok.

Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok
pada tempat kKerja, tempat umum dan tempat iainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada
tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya Kesehatan
dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

'l‘pmnaf Lhuciig uintulk merokolk Qp]’\acr;nmang dimalkeaiid

Saizviass 2:aC s ~zanalas: 22320

pada ayat (2) merupakan ruang terbuka, terpisah dari
bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh

A mimiar ralirae s arals
uailli piilitu nllual iasun.

BAB V

PEMBINAAN, KUURDINASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasgal 17
Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan
terhadap penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa

= ‘I i =
INUIAUGA.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. penyebariuasan miormasl dan soslailsasi;

b. koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan
non-pemerintah;

c. memberikan motivasi tidak merokok dalam
Kawasan Tanpa Rokok;

ad. perumiisan 1(91'\1191(91*\ dan

[ bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan non-

pemerintah, baik nasional maupun internasional.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasai 18

Kepala Dinas melakukan koordinasi dengan Perangkat
Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai
dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa
Rokok dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa
Rokolk

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup pengaturan dan pelaksanaan.

Baglan kKeuga
Pengawasan dan Pengendalian

Pasai 19
Pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang
dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Runati melaliii  Dinas melakukan nemhinaan da
-
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pengawasan terhadap pelaksanaan KTR dan
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(1)
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Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2j dilakukan meiaiui:

a. sosialisasi dan koordinasi;

b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling
berhenti merokok;

c. bekerja  sama dengan badan/atau  lembaga

internacional atau f\Y‘O‘QﬂlQQQ‘I lzpmquarcxl(cquh untule
internasional atau

menyelenggarakan pengamanan Produk Tembakau
sebagal Zat Adiktif bagi kesehatan sesuai dengan

o

ketentuan peraturan perundang-undangar
d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
(- pemberlan penghargaan
Hasli  pemblnaan  dan  pengawasdll  sebdgdiindig
dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati setiap
3 (tiga) bulan.

BAB VI
RTISIPASI MASYARAK/

PA

Pasal 20

1\,1_. = 1 P 1_1 TV P s e
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dan rokok elektromk masyarakat dapat berperan

a. memberikan edukasi bahaya mengonsum31 produk
tembakau dan rokok eiekironik bagl Kesenatan;

b. melakukan upaya layanan konseling berhenti

merokok;

melakukan gerakan tidak merokok di dalam rumah;

tidak menjual produk tembakau dalam bentuk
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e. tidak menjual kepada setiap orang di bawah usia 21

(dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;

melaporkan  pelanggaran  kawasan  tanpa  1OKOK

kepada pejabat Pemerintah Daerah setempat yang

berwenang dalam pelaksanaan kawasan tanpa

IUKUK, Udll

g. tidak menyediakan produk tembakau dan rokok
elektronik pada kegiatan sosial, pendidikan,
olahraga, musik, kepemudaan, dan kebudayaan
yang melibatkan masyarakat umum.

Peran an\mrnkaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok badan
hukum, badan usaha, dan lembaga/organisasi.
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BAD Vii

SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Fasai 21
Dalam melaksanakan salah satu bentuk pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati dapat
membentuk Satuan Tugas Penegak KTR.
Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada
avat (1) melakukan nem]’nnns\n dan npnponknn

pelaksanaan KTR.
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ayat (1) terd1r1 dar1 unsur:

a. Pemerintah Daerah Kabupaten,

o} mstansi vertikai;

C: swasta;

d. lembaga kemasyarakatan di bidang kesehatan;
dan/atau

€. unsur perguruan tinggi.

Pemhentuikan Satuian 'I‘no'gq Penegalk KTR sehagaimana
ga 1R se imana
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dimaksud pada ayat (1) dltetapkan dengan KeButusan
Bupati

BAD Viii

SANKSI ADMINISTRATIF

l‘d.bdl 7,

Setiap orang yang yang tidak mematuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan
sanksi administrasi berupa:

a.
b

(1)

@)

3)

teguran untuk mematuhi larangan; dan
dalam hal teguran Qphaantmnnn dimaksud dalam huriaf a

tidak dlhlraukan maka kepada pelanggar dikenakan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
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Pasal 23
Setiap orang yang mengilkiankan produk tembakau dil
media luar ruang dan/atau mensponsori suatu kegiatan
lembaga dan/atau perorangan yang tidak sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(2), dikenakan sanksi administratif berupa:
teguran lisan;
teguran tertulis;
penarlkan dan/atau perbalkan iklan; dan/atau

arierbiaritiaary corvmaritora troerac

PCILgNnT Criicun  SerentaAra nusxaucux Gan y\,xuuuuooux
akses informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik.

Secllap punpinan; penanggungjawab KR yang meianggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan
pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa:

teguran lisan;

teguran tertulis;

npnahpnﬁan L'Pm'afnn sementara: dan/atau

rekomendasi pencabutan perlzman bérusaha
Dalam hal teguran sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
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dlkenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-
undangan.




KETENTUAN PIDANA

Pasai 24
(I) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23, diancam dengan pidana
denda paling banyak Kategori I.
(2) Setiap orang, pimpinan/penanggungjawab KTR yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diancam dengan
pidana denda paling banyak Kategori II.

TAATE R7

KETENTUAN PENUTUP

FPasal 25
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan
Dilarang Merokok (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2021 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20
Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi selama 2 (dua)
tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan nelaksanaan dari Peraturan Daerah

sudah dite‘tapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.

ini harus

e

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seuap orang  mengelanuinya — memerinidainkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka

pada tanggal 4 Desember 2024
Pj. BUPATI MAJALENGKA,
tid
DEDI SUPANDI

Diundangkan di Majaicngka
pada tanggal 4 Desember

P). SEKRETARIS DAEKAH,

ttd

AERUN RANDI

LEMBARAN ...
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NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT (6/196/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN M

a

-t

‘}Mm GN_RUKMAN, S.H.. M.

g
NJP 19751231 200501 1 03
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN

l‘JUlVlUI\ O lt\ﬂUlV AUL"!’

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM
Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan
manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan
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penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru
obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan
Kehaunian dan janun.

Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh
lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka
diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian karena merokok pada tahun
2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia
merupakan negara terhesar ke-7 di dunia vang memproduksi tembakau. Dari
segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia
setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15
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(GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13-15
tahun mempunyal kebiasaan merokok.

Asap rokok tdak hnanya membanayakdan perokok, ietapl juga orang iain
yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap
rokok utama (main stream) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya
dan asap rokok sampingan (side stream) yang mengandung 75% kadar

berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia.
Sekitar 400 1¢=n1q di antaranva mpt‘nnal(gn zat beracun (hprhghgva\ dan A0

jenis tergolong zat penyebab kanker (karsmogemk)
Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berlsl campuran gas dan
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lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap
rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama
tingginya dengan orang yang Imerokok. Zat karsinogen bBenzo (Aj Pyrene
merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat
pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif,
tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk paparan asap rokok orang lain. Bahaya asap

orang lain 11‘\0‘Q Aﬂf\ar]aty oleh hatn dalam banr‘nr\cnh ibui vano merokolk dan
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orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah
d1t1nggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang

Ihaorain Ahv mirQinie
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menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok
orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyaklt Jantung
UdII pCIIlULuLlIl Udl d..[l, KdIlKCI pdaru U.dll pay uUd.Id. Udll UCI Udgdl pCIl_ydKlL
saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok
mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan
memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu

hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan
hsnn vang mpﬂvehahkgn BRLR. kelahiran nrematur. dan kematian

[RAn 222 ARonal DI2AR, BRI PR, B B AR L.
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akan menderita sudden infant death syndrome, infeksi saluran pernafasan
bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat
perianjut dengan hiiangnya pendengaran. bMereka juga akan menderita
terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai
penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih
besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif

dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya
tidalr merokaole

Caladids aaava UAUA.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak
terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya
pendapatan kKarena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan
biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi
masydrakdai bukan perokok dias lmgkungan indup yang seiidi, ternasuk
bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok harus dilindungi.
Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan
merokok yang merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang

ppnagmanaq Rahan vang Mpnannr‘]nno Zat Adiktif Rerupa Produik Tembakaur

bagi Kesehatan, Pemerintah Daerah Wa_ub menetapkan Kawasan Tanpa Rokok
di wilayahnya. Kawasan tanpa rokok mencakup: fasilitas pelayanan
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ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang
ditetapkan. Konsep peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan
rokok dan penjuaian rokok di kawasan tanpa rokok yang teian diuraikan
sebelumnya kecuali di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli
rokok.

Kawasan tanpa rokok merupakan tanggung jawab seiurun komponen
bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-
pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan
datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen
bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap

keherhasilan kawasan tanpa rokok.
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II. PASAL DEMI PASAL

)
Clereaens 1
1 avalr 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6
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Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jeias.
Pasal 10

Cukup jelas.




Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jeias.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jclas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasdl i3
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jeias.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1) Pidana denda Kategori I adalah pidana denda paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupianj.
Ayat (1) Pidana denda Kategori II adalah pidana denda paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUFATEN MAJALENGKA TAHUN 2024
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